Menimbang :

Mengingat

WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

bahwa mendapatkan keadilan dan perlakuan yang
sama di depan hukum  merupakan  hak
konstitusional seluruh warga negara;

bahwa pemberian bantuan hukum selama ini belum
seluruhnya menyentuh masyarakat miskin, sehingga
akses terhadap usaha untuk mendapat keadilan
belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat;

bahwa Pemerintah Kota Pasuruan memiliki
kewajiban untuk memastikan masyarakat Kota
Pasuruan mendapatkan kesempatan dan perlakuan
yang sama untuk mendapatkan keadilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat Miskin,;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang ...



10.

11.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4241);

12. Peraturan ...



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013
tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi
dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau
Organisasi Kemasyarakatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 816);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9
Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk
Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3
Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 50);

19. Peraturan ...



19.

20.

21.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun
2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012
tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan
Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 83 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota
Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun
2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Pasuruan 06);

Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun
2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013
Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Menetapkan :

dan
WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Walikota adalah Walikota Pasuruan.

Masyarakat adalah orang perseorangan atau
sekelompok orang yang memiliki identitas
kependudukan yang sah Kota Pasuruan.

3. Masyarakat ...



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang
memiliki kartu tanda penduduk dan/atau kartu
identitas anak Kota Pasuruan dan telah terdaftar
dalam data kemiskinan Kota Pasuruan.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan
oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma
kepada penerima bantuan hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah masyarakat
miskin.

Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang
memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Bantuan Hukum.

Pemohon Bantuan Hukum adalah masyarakat
miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi
Bantuan Hukum dan/atau keluarganya yang
mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

Perkara adalah masalah hukum yang perlu
diselesaikan.

Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang
dilakukan  melalui jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang
dilakukan di luar jalur pengadilan untuk
menyelesaikannya.

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran
laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan
oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi
Bantuan Hukum yang diberikan oleh Tim Verifikasi
dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi
Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan
Bantuan Hukum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan.

Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah
alokasi APBD wuntuk Penyelenggaraan Bantuan
Hukum yang sesuai dengan maksud Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum.

Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran
Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BABII ...



BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

Moo T op

keadilan;

persamaan kedudukan di dalam hukum;
keterbukaan;

efisiensi;

efektivitas; dan

akuntabilitas.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.

b.

menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan
Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai
dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam
hukum; dan

menjamin  kepastian penyelenggaraan Bantuan
Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh
wilayah Kota Pasuruan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai
Bantuan Hukum yang dibiayai dari APBD, meliputi:

a.

b
c.
d

penyelenggaraan Bantuan Hukum;
pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi;
permohonan Bantuan Hukum;

penganggaran dana  penyelenggaraan Bantuan
Hukum;

pengawasan;

f. larangan ...



f.

larangan; dan

g. ketentuan pidana.

(1)

BAB IV
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima
Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah
hukum.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana,
dan tata usaha negara, yang terdiri dari:

a. Litigasi; dan
b. Nonlitigasi.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak dapat diberikan kepada:

a. pelaku penyalahgunaan narkotika;
b. pelaku kejahatan kesusilaan;
C

pelaku  kejahatan  penyalahgunaan  bahan
peledak;

o

residivis; dan

pelaku kejahatan terorisme.

Pasal 6

Masyarakat Miskin berhak menerima Bantuan
Hukum.

Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dibuktikan dengan salah satu dari
dokumen, sebagai berikut:

a. Kartu Keluarga Miskin,;

b. Surat Keterangan Miskin dari Lurah di mana
Pemohon Bantuan Hukum berdomisili;

c. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu
Jaminan Kesehatan Daerah;

Kartu Bantuan Langsung Tunai;
Kartu Keluarga Sejahtera;

Kartu Beras Miskin;

Kartu Indonesia Sehat;

5wt

Kartu Indonesia Pintar;

e

Kartu Perlindungan Sosial; atau

j- Dokumen ...



j- Dokumen lain sebagai pengganti Surat
Keterangan Miskin.

Pasal 7

Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum
yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berbadan hukum;

b. terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

BAB V
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan
Hukum wajib melaksanakan kegiatan Litigasi dan
Nonlitigasi.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi

Pasal 9

(1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi
dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai
pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau
Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan
Hukum.

(2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam
wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai
dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan
perekrutan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Pemberian Bantuan Hukum  secara  Litigasi
dilakukan dengan cara:

a. pendampingan ...



(1)

(2)

(1)

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa
yang dimulai dari tingkat penyidikan dan
penuntutan;

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa
dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau

c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa
terhadap Penerima Bantuan Hukum  di
peradilan.

Bagian Ketiga
Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat
dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan
mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi
Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan
Akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi
meliputi kegiatan:

a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;

c. investigasi perkara, baik secara elektronik
maupun non-elektronik;

penelitian hukum;

mediasi;

negosiasi;

pemberdayaan masyarakat;

w0 oo

pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

=

drafting dokumen hukum.

BAB VI
PERMOHONAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan
Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi
Bantuan Hukum dengan melengkapi persyaratan
sebagai berikut:

a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih
berlaku dan sudah dilegalisir;

b. Kartu ...



(2)

(3)

-10 -

b. Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan
Miskin dari Lurah di mana Pemohon Bantuan
Hukum berdomisili;

c. dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan

d. Surat Kuasa, jika permohonan diajukan oleh
keluarga atau kuasanya.

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki
Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Pemohon Bantuan Hukum
dapat melampirkan:

a. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat/Kartu
Jaminan Kesehatan Daerah;

Kartu Bantuan Langsung Tunai;
Kartu Keluarga Sejahtera;

Kartu Beras Miskin;

Kartu Indonesia Sehat;

Kartu Indonesia Pintar;

Kartu Perlindungan Sosial; atau

B@ oo oo o

Dokumen lain sebagai pengganti Surat
Keterangan Miskin.

Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf h berupa surat keterangan dari:

a. Kepala Kepolisian yang memeriksa perkara pada
tahap penyidikan;

b. Kepala Kejaksaan Negeri setempat pada tahap
penyidikan atau penuntutan;

c. Kepala Rumah Tahanan, jika Penerima Bantuan
Hukum adalah tahanan miskin; atau

d. Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Majelis
Hakim yang memeriksa perkara orang miskin.

Pasal 12

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu
menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat
mengajukan permohonan secara lisan.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan
secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam
bentuk tertulis.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon
Bantuan Hukum.

Pasal 13 ...



(1)

(3)

(1)

-11 -

Pasal 13

Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan
sendiri oleh calon Penerima Bantuan Hukum atau
diwakili oleh keluarganya.

Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan
sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa
kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1
(satu) hari kerja setelah berkas permohonan
Bantuan Hukum diterima.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah
memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum
wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan
secara tertulis atas permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan
dinyatakan lengkap.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan
kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan
Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari
Penerima Bantuan Hukum.

Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak,
Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan
penolakan secara tertulis dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan
dinyatakan lengkap.

BAB VII

PENGANGGARAN DANA PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Dalam rangka penyelenggaraan Bantuan Hukum,
Pemerintah Kota Pasuruan mengalokasikan
Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Litigasi
dan Nonlitigasi kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(2) Anggaran ...



(2)

(3)

(S)

(3)

- 12 -

Anggaran Penyelenggaraan = Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
dalam APBD.

Dalam pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan
Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memperhitungkan Perkara yang belum
selesai atau belum mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan
Nonlitigasi  diberikan  sesuai standar biaya
pelaksanaan Bantuan Hukum.

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar biaya
pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan
Walikota.

Bagian Kedua
Penyaluran Anggaran Bantuan Hukum

Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan
Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan
Bantuan Hukum dan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan
setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan
Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan
Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan
yang disertai dengan bukti pendukung.

Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) merupakan tahapan penanganan
Perkara dalam:

a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan
persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan
tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan
peninjauan kembali;

b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau
putusan  pengadilan tingkat I, putusan
pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan
tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan

c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan
pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I,
putusan pengadilan tingkat banding, putusan
pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan
kembali.

(4) Penyaluran ...



(4)

(2)

-13 -

Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari tarif per Perkara yang
mengacu pada standar biaya pelaksanaan Bantuan
Hukum Litigasi.

Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap
tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menghapuskan kewajiban
Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan
Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang
ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Pasal 17

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (2) meliputi:

a. bukti penanganan Perkara;

b. kuitansi pembayaran pengeluaran;

c. laporan keuangan penanganan kasus; dan

d. dokumentasi.

Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk Bantuan Hukum Litigasi
dalam Perkara pidana disesuaikan dengan tahapan
pemeriksaan meliputi:

a. tahap penyidikan, dengan melampirkan:

surat permohonan;

surat kuasa;

surat pernyataan;

surat panggilan;

a R

surat perintah penyidikan atau surat
perintah penghentian penyidikan; dan

6. putusan praperadilan, jika ada;
b. tahap penuntutan, dengan melampirkan:

1. surat kuasa;

2. surat dakwaan;

3. surat penetapan pengadilan (penunjukan
hakim untuk pendampingan), jika ada; dan

4. surat keputusan penghentian penuntutan,
jika ada;
c. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat I,
dengan melampirkan:
1. nomor perkara;

2. eksepsi jika disampaikan secara tertulis
dalam persidangan;

3. pledoi ...



(3)

- 14 -

pledoi;

replik jika disampaikan secara tertulis dalam
persidangan;

duplik jika disampaikan secara tertulis dalam
persidangan;

jadwal sidang; dan

salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan;

d. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat
Banding, dengan melampirkan:

1.
2.

akta Banding;

memori banding atau kontra memori
banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke
tingkat banding; dan

salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat banding;

e. tahap persidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi,
dengan melampirkan:

1.
2.

akta Kasasi;

memori kasasi atau kontra memori kasasi,
dalam hal perkara dilanjutkan ke tingkat
kasasi; dan

salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat kasasi;

f. tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1.

2.

surat permintaan/permohonan peninjauan
kembali kepada pengadilan tingkat pertama;

salinan putusan pengadilan sebelumnya yang
menyatakan putusan sudah berkekuatan
hukum tetap;

memori peninjauan kembali peninjauan
kembali, dalam hal perkara dilanjutkan ke
proses upaya hukum luar biasa; dan

salinan putusan atau petikan putusan
peninjauan kembali.

Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan
Hukum secara Litigasi dalam Perkara perdata
meliputi:

a. tahap gugatan, dengan melampirkan:

1.

s

surat permohonan/surat gugatan,;

surat kuasa;

surat pernyataan;

registrasi perkara dengan nomor register;
surat panggilan; dan

6. akta ...
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6. akta perdamaian atau melanjutkan perkara;
tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan
melampirkan:

1. jadwal sidang;

2. surat kuasa;

3. somasi;

4. jawaban gugatan;

5. tawaran mediasi atau jawaban;

6. eksepsi atau replik;

7. kesimpulan; dan

8. salinan putusan atau petikan putusan

pengadilan;

tahap putusan pengadilan tingkat banding,
dengan melampirkan:

1.
2.

akta banding;

memori banding atau kontra memori
banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke
proses upaya hukum biasa; dan

salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat banding;

tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan

melampirkan:

1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi,
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses
upaya hukum biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan

pengadilan tingkat kasasi;

tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1.

2.

surat permintaan/permohonan peninjauan
kembali kepada pengadilan tingkat pertama;

salinan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap;

memori peninjauan kembali atau kontra
memori peninjauan kembali, dalam hal
perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum
luar biasa; dan

salinan putusan atau petikan putusan
peninjauan kembali.

Bukti penanganan Perkara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a untuk tahapan Bantuan
Hukum secara Litigasi di bidang hukum tata usaha
negara meliputi:

a. tahap ...



- 16 -

tahap pemeriksaan pendahuluan, dengan
melampirkan:

permohonan;

surat kuasa;

surat pernyataan;

surat gugatan;

registrasi perkara dengan nomor register;
surat panggilan;

Nk

surat penetapan pengadilan pada rapat
permusyawaratan/ dismissal process; dan

8. keputusan upaya administrasi terhadap
kebijakan dari pejabat Tata Usaha Negara,
jika ada;

tahap putusan pengadilan tingkat I, dengan

melampirkan:

jadwal sidang;

surat kuasa;

somasi;

jawaban gugatan;

tawaran mediasi atau jawaban;

eksepsi atau replik;

kesimpulan; dan

XNk

salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan salinan putusan atau petikan
putusan pengadilan;

tahap putusan pengadilan tingkat banding,
dengan melampirkan:
1. akta banding;

2. memori banding atau kontra memori
banding, dalam hal perkara dilanjutkan ke
proses upaya hukum biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat banding;

tahap putusan pengadilan tingkat kasasi, dengan

melampirkan:

1. akta kasasi;

2. memori kasasi atau kontra memori kasasi,
dalam hal perkara dilanjutkan ke proses
upaya hukum biasa; dan

3. salinan putusan atau petikan putusan
pengadilan tingkat kasasi;
tahap peninjauan kembali, dengan melampirkan:

1. surat permintaan/permohonan peninjauan
kembali kepada pengadilan tingkat pertama;

2. salinan ...



(2)
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2. salinan putusan pengadilan yang sudah
berkekuatan hukum tetap;

3. memori peninjauan kembali atau kontra
memori peninjauan kembali, dalam hal
perkara dilanjutkan ke proses upaya hukum
luar biasa; dan

4. salinan putusan atau petikan putusan
peninjauan kembali.

Pasal 18

Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi
dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum
menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam
paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (2) dan menyampaikan laporan
yang disertai dengan bukti pendukung.

Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif
per kegiatan yang mengacu pada standar biaya
pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 19

Untuk mendapatkan penyaluran dana Bantuan
Hukum, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan
permohonan dana Bantuan Hukum kepada
Walikota.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilengkapi dengan melampirkan:

a. surat permohonan dana Bantuan Hukum yang
ditandatangani oleh pimpinan Lembaga Bantuan
Hukum;

b. fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia sebagai lembaga Bantuan Hukum
yang telah terakreditasi;

c. susunan kepengurusan Lembaga Bantuan
Hukum;

d. program Bantuan Hukum tahunan dari Lembaga
Bantuan Hukum;

e. fotokopi identitas Penerima Bantuan Hukum
disertai dengan salah satu dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;

f. uraian singkat pokok Perkara yang dimohonkan
Penerima Bantuan Hukum:;

g. perkembangan penanganan Perkara; dan

h. surat ...
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h. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan
Hukum yang berasal dari APBN, APBD Provinsi
Jawa Timur, dan APBD Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota lain.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Walikota.

Pasal 20

Walikota berwenang melakukan verifikasi pengujian
kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan
Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana
Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal
18.

Verifikasi pengujian kebenaran tagihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim
Verifikasi.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
penyaluran Anggaran Bantuan Hukum dan Tim Verifikasi
diatur dalam Peraturan Walikota.

(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 22

Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum kepada
Walikota melalui Perangkat Daerah terkait secara
triwulanan, semesteran, dan tahunan.

Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menerima
sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi
Bantuan Hukum melaporkan realisasi penerimaan
dan penggunaan dana tersebut kepada Walikota
melalui Perangkat Daerah Terkait.

Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana
selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23 ...
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Pasal 23

(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
harus melampirkan paling sedikit:

a. salinan putusan Perkara yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap; dan

b. perkembangan Perkara yang sedang dalam
proses penyelesaian.

(2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
harus melampirkan laporan kegiatan yang telah
dilaksanakan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan
pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum diatur
dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan
terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan
Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi
Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 25

(1) Walikota melaporkan penyelenggaraan Bantuan
Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari
APBD kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Walikota menyusun dan menyampaikan laporan
realisasi penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada
DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau
meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum
dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang
sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

BAB IX ...
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BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Walikota melalui Inspektorat melakukan
pengawasan terhadap pemberian Bantuan Hukum
dan penyaluran dana Bantuan Hukum.

(2) Walikota melalui Inspektorat dalam melaksanakan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas:

a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan
Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

b. menerima laporan dari masyarakat mengenai
adanya dugaan penyimpangan pemberian
Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan
Hukum;

c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan
penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan
penyaluran dana Bantuan Hukum yang
dilaporkan oleh masyarakat;

d. mengusulkan sanksi kepada Walikota atas
terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan
Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan
Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan
Hukum; dan

e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan
kepada Walikota.

Pasal 28

Walikota dapat meneruskan temuan penyimpangan
pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana
Bantuan Hukum kepada instansi yang berwenang untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan
haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum,
Penerima Bantuan Hukum dapat melaporkan Pemberi
Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Inspektorat,
induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau instansi
lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 30 ...
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Pasal 30

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi
tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan
Perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum
tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan
Advokat pengganti.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

(1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 14 ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), dan Pasal
30, diberikan sanksi administratif.

(2) Jenis, tata cara dan penetapan pemberian sanksi
administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau
meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum
dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang
sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus

ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan
Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar ...
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2017

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,
SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 3
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN: 98-3/2017
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

UMUM

Setiap orang memiliki hak konstitusional untuk diberlakukan
sama di hadapan hukum. Hak atas Bantuan Hukum telah diterima
secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political
Rights (ICCPR). Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin semua orang
berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan
dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan Pasal 14 ayat (3) ICCPR,
memberikan syarat terkait Bantuan Hukum yaitu: 1) kepentingan-
kepentingan keadilan, dan 2) tidak mampu membayar Advokat.

Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan
sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam
negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia
bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.
Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara
merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai
implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta
menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap
keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum
(equality before the law).

Bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang
membutuhkan bantuan hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum tanpa
dipungut biaya atau cuma-cuma. Dalam proses penyelenggarakan
bantuan hukum pendanaan bantuan hukum dapat diajukan oleh
Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi kualifikasi berdasarkan
Peraturan Daerah ini, dan Pemerintah Daerah Kota berhak untuk
mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum
yang bersumber dari APBD dan disesuaikan dengan kemampuan
daerah.
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II. PASAL PER PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘"asas keadilan" adalah
menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara
proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di
dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak
dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban
menjunjung tinggi hukum.

Huruf c
Yang dimaksud dengan ‘"asas keterbukaan" adalah
memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak
secara konstitusional.

Hurufd
Yang dimaksud dengan ‘"asas efisiensi" adalah
memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui
penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah
menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan
Hukum secara tepat.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa
setiap  kegiatan dan  hasil akhir dari kegiatan
penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “investigasi perkara” adalah
kegiatan pengumpulan data, informasi, fakta dan
analisis secara mendalam untuk mendapatkan
gambaran secara jelas atas suatu kasus atau perkara
hukum guna kepentingan pendampingan.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
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Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Surat kuasa khusus pemberian Bantuan Hukum
ditandatangani atau cap jempol oleh Penerima Bantuan
Hukum.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.
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Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 3



